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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang 

telah diuraikan di bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pandangan bank Mandiri dan bank BCA sebagai salah satu bank 

pemerintah dan bank swasta di Indonesia terhadap alasan force majeure 

yang diajukan oleh debitur pada saat PPKM Darurat Level 4 dalam 

perjanjian kredit agar terhindar dari ketentuan mengenai wanprestasi 

menurut Bank Mandiri sebagai salah satu bank pemerintah di Indonesia 

menganggap PPKM Darurat Level 4 bukan sebagai suatu keadaan 

memaksa yang dapat dimaklumi karena sudah ada kesepakatan sejak 

awal perjanjian kredit dimulai, sementara menurut Bank BCA sebagai 

salah satu Bank Swasta di Indonesia menganggap PPKM Darurat Level 

4 sebagai suatu keadaan memaksa yang dapat dimaklumi oleh Bank 

BCA. 

2. Bank Mandiri sebagai salah satu bank pemerintah dalam mengatasi  

debitur  yang menggunakan alasan force majeure dalam perjanjian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

kredit selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat 

Level 4 adalah tidak memberikan pertimbangan hukum apapun kepada 

debiturnya, hal ini dikarenakan Bank Mandiri dan debitur yang 

terkendala dalam perjanjian kredit akibat Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat Darurat Level 4 sudah memiliki kesepakatan 
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dalam hal bagaimana melakukan penyelesaian permasalahan yang 

demikian. Sementara Bank BCA memberikan pertimbangan hukum 

kepada debiturnya yang yang menggunakan alasan force majeure 

dalam perjanjian kredit selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat Darurat Level 4 berupa pemberian resktrukturisasi kredit 

dengan melakukan riset mengenai latar belakang yang mengakibatkan 

debitur benar-benar terbukti terkendala untuk melaksanakan 

kewajibannya dalam perjanjian kredit. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dalam penelitian ini yaitu : 

a. Bagi Bank 

Bank harus lebih memperhatikan kebijakan yang berkaitan dengan 

pemberian pertimbangan hukum kepada debitur yang 

menggunakan alasan force majeure dalam perjanjian kredit selama 

Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Darurat Level 4. 

b. Bagi Debitur 

Debitur dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan Bank lebih 

memperhatikan kesiapan dan kemampuan bayar, sehingga debitur 

nantinya tidak mengalami kesulitan ketika Bank tidak memaklumi 

suatu keadaan tertentu yang dianggap debitur sebagai force 

majeure seperti kebijakan PPKM Darurat Level 4. 
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